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ABSTRAK

Terhadap pasal2 UUP terdapat dua macam penafsiran yaitu yang pertama, pendapat
yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)nya, sehingg perkawinan sudah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.  Sedangkan
pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrative. Ini berarti bahwa perkawinan antara
orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya.
Kedua, pendapat yang menyatakan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) nya merupakan satu kesatuan
yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat ini di dasarkan pada penafsiran
sosiologis dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif
analitis, dengan menggunakan pendekatan masalah nya pendekatan yuridis normative. Data
yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan melalui langkah-langkah yaitu
deskripsi data dan analisa data.

Undang-Undang Perkawinan, dalam asal usul anak menitikberatkan pada upaya
perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah dengan mengesampingkan hakekat
status anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada hakekatnya tidak
terjadi hubungan keperdataan antara seorang ayah dan anak tersebut. Namun dengan adanya
peraturan perundang-undangan tersebut, ayah dan anak tersebut tetap mempunyai hubungan
keperdataan. Dan ini akan berakibat terjadinya kekaburan hokum seperti dalam perwalian,
hubungan nasab, dan Hukum kewarisan.

Key word: pencatatan perkawinan, asal-usul anak, pembuktian, nasab, UUP
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suami dan istri adalah intt atau merupakan masalah pokok
dalam hubungan sesama manusia sebagai individu, manusia scbagai makhluk
sosial (zoon politicoon) manusia homo sacra humini kata Aristoteles.” Oleh
karena itu ikatan suami dan istri m.erupakan perjanjian yang suci yaitu
mitsagan galizan, perjanjian yang suci dan kokoh, membentuk keluarga vang
bahagia kekal dan abadi.

Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral, oleh karena
itu harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Allah di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Perkawinan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

Sebagat konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan
hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, maka seluruh aspek kehidupan
masvarakat haruslah diatur oleh hukum.? Hukum Islam berlaku bagi orang-
orang Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu

sendiri yang telah diakui di dalam landasan falsafah Pancasila dan landasan

konstitusional UUD 1945 pasal 29.”

Y Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat, cet. 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), him.25.

D KN, Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, Dasar- dasar Memahami Hukin [slam di
Indonesia (Surabaya : Karya Anda, 1994), him. 109,

% Ibid., him. 121.



Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-

Tuhanan yang maha Esa." Hal ini juga sesuai dengan al-Qur’an surat Ar Rum

ayat 21 : _

Jrms L Sid gl oSsl e (oSO gl OF sl

D08 San ¢ 42 LY el :)\ Ad 54 00 ga ‘,3...

Sebelum dibentuknya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan

diatur oleh hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan
berbagai daerah sebagai berikut :

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum
agama yang telah diresepeier dalam hukum adat ( pasal 134 ayat (2) IS)

b.. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.

c. Bagi orang Indonesia yang beragama kristen berlaku Huwelijke Ordonantie
kristen Indonesia ( S. 1933 No. 74).

d. Bagi orang timur asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina
berlaku ketentuan kitab Undang-undang hukum perdata dengan sedikit
perubahan.

e. Bagi orang-orang timur asing lainnya dari warga negara Indonesia

keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat meraka.

% Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional Cet. 11 (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994),
him. 288,

* Ar-Rum (30} ; 21



f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan
yang disamakan dengan imereka berlaku kitab Undang-undang hukum
perdata.

Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974

dengan disertai aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975.” Maka sejak saat itu Undang-undang No | Tahun 1974 mulai berlaku

untuk semua golongan.

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan, adalah penting untuk
memperhatikan persoalan tentang keabsahan secara hukum. Hal ini karena,
suatu perkawinan yang salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh
keturunan, akan menentukan pula keabsahan keturunan yang dilahirkan dari
perkawinan itu sendiri.”

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah,
tentu saja perlu adanya kesesuaian dengan rukun maupun syarat perkawinan
yang diatur oleh hukun Isfam itu sendiri. Tanpa terpenuhi syarat maupun
rukunnya ini, maka perkawinan dikatakan batal.® Dengan batainya
perkawinan, maka keturunan yang dihasilkan juga dianggap tidak sah. |

Konsepsi Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah. Untuk membuktikan asal-usul anak hanya

“ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Unang-undang
No. [ Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum isfam, Cet 1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), him. 55.

" Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurnt Mahzab Syafi'i. Hanafi,
Maliki dan Hambali (Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1991), him. 1.

®) Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkevinan Islam dan Undang-undang Perkawinan
di Indonesia (ttp : Bina Cipta,1978),him. 24.



dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang. Sedangkan untuk mendapatkan akte kelahiran, perkawinan yang
sah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkannya yang dibuktikan dengan
akte pernikahan.

Namun dalam kenyataan, sering kita jumpai praktek perkawinan dalam
masyarakat yang tidak didaftarkan pada petugas pencatat perkawinan. Salah
satu penyebab terjadinya perkawinan semacam ini, dikarenakan terjadi
perbedaan penafsiran terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
No.1 tahun 1974. ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan ayat
(2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut per-Undang-
undangan yang berlaku.

Terhadap pasal 2 UUP tersebut terdapat dua macam penafsiran, yaitu :

Pertama, pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)nya,
sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaanya. Sedangkan pendaftaran hanyalah
merupakan syarat administratif. Imi berarti bahwa perkawinan antara orang-
orang yang beragama Islam sudah sah apabila sudah memenuhi syarat dan
rukunnya.

Kedua, pendapat yang menyatakan a:nfa:a pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

nya merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan.



Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologis dan dikaitkan dengan akibat
hukum dari perkawinan.”

Berangkat dari fenomena inilah yang menarik penyusun untuk
membahas lebih mendalam tentang kedudukan pencatatan pe;kawinan pada
pembuktian asal-usul anak, karena perkawinan.adalah sebuah peristiwa yang
sakral yang akan niempu.nyai dampak hukum yang berbeda jika pérkawinan

dilakukan secara sah dan tidak sah.

B. Pokok Masalah
Dar paparan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam
penelitian ini adalah :

“Bagaimana kedudukan pencatatan perkawinan pada pembuktian asal-usul

anak™ 7.

C. Tujuan dan Kegunaﬁn Penelitian
Berangkat dari pembahasan’ yang: akan dilakukan dalam skripsi ini,
maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain :
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan secara pasti kedudukan pencatatan
perkawinan dari segi normatif yang dikaitkan dengan peraturan perundang-
unaangan.

2. Kegunaan

DKM Sofyan Hasan, dun Warkum Sumitro, Dasar- dasar Memahami., dm. 116-117.



Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
'khaga{/(ah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum
Islam, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam
pengembangan pemikiran hukum Isiam menuju hukum Islam yang dinamis

dan aplikatif terhadap perubahan sosial.

D. Telaah Pustaka

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan
merupakan syarat sahnya perkawinan. Maka sebagai konsekuensi logis dari
perkawinan yang sah anak yang dihasilkan juga merupakan anak yang sah
menurut hukum. Demikian juga sebaliknya, bahwa hukum tidak mengakui
anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sah (tidak dicatatkan)
sebagai anak sah.

Jika kita telusuri eksisitensi pencatatan perkawinan secara luas dan
mendalam serta direnungkan dalam konteks luas dan mendalam, serta
direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik
secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukumnsra
dan konsekuensinya, ter_itu]ah sangat Iluas objek yang ditimbulkan dan sangat
besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi
dewasa ini, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitan
dengan hubungan sebagai anggota masyarakat , bahkan dapat mempengaruhi

bentuk masyarakat serta suatu negara.'”

19 Mohd. Idris Ramulyo, Hukwm Perkenwinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakar
Menurut Hukun [siam (Jakarta ; Sinar Grafika, 1995), hlm. 141.



Uraian di atas menunjukkan sangat diperiukan adanya .sebuah kajian
untuk mengupas tuntas masalah ini, karena kajian yang r.nendalam mengenai
pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan pembuktian asal-usul anak
masth relatif sedikit.

Dalam buku Hukum Perkawinan [slam karya Mohd. Idris Ramulyo
S.H., M.H., dibahas masalah pencatatan perkawinan, namun hanya sebatas sah
dan tidaknya perkawinan yang tidall< didaftarkan pada petugas pencatat
perkawinan.

Demikian juga karya Saidus Syahar S.H., dalam bukunya yang berjudul
Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannva selain membahas
mengenai sah dan tidaknya perkawinan yang tidak didaftarkan pada petugas
pencatat perkawinan, juga membahas mengenai perbedaan penafsiran terhadap
pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 tahun 1974, Hal senada juga
dibahas oleh K.N. Sofyan Hasan, S.H., dan Warkum Sumitro, S.H. dalam
bukunya Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia.

Ny. Soemiyati menyatakan, bahwa pencatatan perkawinan tidak
menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, tetapi hanya menyatakan
bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, jadi semata-mata
bersifat afministratif. '

Segala sesuatu yang; tidak diatur dalam al-Qur’an juga dalam al-Hadis

sebagai pelaksana lebih lanjut mengenal sesuatu ayat al-Qur’an yang belum

"M Lihat Ny. Soemiyati, Hukum Pekawinan dan Undang-undang Perkawinan, Cet. 2 (
Yogyakarta : Liberty, 1986), him. 65.



jelas bagi umatnya, menjadi hak otonomi masyarakat Islam untuk méngaturriya
secara syura bainahum, maka pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun
1974, setelah dipandang sebagai permulaan pelaksanaan hak otonomi tersebut
yaitu tentang kaharusan pencatatan ﬁerkawinan, hal 1n1 dikatakan oleh
Hazainn, dalam bukunya Tinjauan Undang-undang No.1 tahun f974. 1

As-Sayyid Sabiq juga menganjurkan dalam kitab Figh as-Sunnah,
bahwa sebuah perkawinan sebaiknya dii’lankan atau diumumkan kepada
masyarakat agar kepastian perkawinan tersebut diketahui oleh masyarakat
banyak. Dengan dii’lankannya perkawinan, dapat menghindari terjadinya
perkawinan sirri (perkawinan yang dirahasiakan).®

Jadi darni hasil karya-karya yang telah penyusun paparkan di atas maka
penyusun dapat menyimpulkan bahwa kajian tentang pencatatan perkawinan
memang telah dibahas meskipun tidak terlalu mendetail. Karya-karya yang
telah ada kebanyakan membahas tentang sah dan tidaknya sebuah perkawinan
tanpa disertai dengan pencatatan. Sedang dalam skripsi ini penyusun lebih
‘menfokuskan pembahasan tentang pencatatan perkawinan yang dikaitkan

dengan pembuktian asal-usul anak.

'Y Hazairin, Tinjauan Undmg-undang Perkawinan No. ! tahun [97+4 (Jakarta . Tinta Mas,
1975), him. 31.

%) As- Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Kairo : Dat al-Fath, 1990), II : 333,



E. Kerangka Teoretik

Dalam kajian hukum Islain, masalah perkawinan merupakan persoalan
yang menjadi bidang kajian «/-ahwal asy-syakhsiyyah, yaitu persoalan-
persoalan yang menyangkut tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan yang
dialami individu. Dengan ini, maka untuk mengkaji tentang persoalan ini
secara langsung meghadapkan kepada hukum-hukum yang mengatur tindakan
manusia 1tu sendiri, baik sebagat individﬁ maupun sebagal masyarakat,

Dalam konteks Indonesia, dalam hal pelaksanaan perkawinan, salah
satu hukum positif tertulis itu adalah Undang-undang No.1 tahun 1974. Dengan
demikian, kedudukan Undang-undang ini dapat dijadikan sumber hukum,
sejauh sesuai dngan hukum Islam itu sendiri. Konsepsi tentang perkawinan
dalam Undang-undang No.! tahun 1974 pasal 2 ayat (1)adalah “Sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya™.'"
Kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya yakni ayat (2) disebutkan bahwé:
“Tiap-tiap perkawinan dicatal menurut perundang-undangan yang berlaku”.ls)

Sementara itu, dalam suatu tindakan apapun selalu terjadi dampak
positif dan negatif. Dalam hal ini, maka aspek positif merupakan pertimbangan
penting dalam hukum Islam. Dengan perkataan lain, aspek kemaslahatan,

merupakan sesuatu yang perlu di jadikan titik tolak dalam melihat suatu

persoalan hukum. Karena dalam hukum Islam, apapun yang dilahirkan oleh

o Undang-undang No | Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1)

') Ihid., ayat (2).



manusia harus berporos kepada kemasiahatan dan juga penegakan amar
ma ruf nahi munkar.'”. Hal ini senada dengan kaidah figh :
Do | H dmliall e WSH
Kaidah di atas menerangkan bahwa hukum haruslah memperhatikan
kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan. Selama kemaslahatan tersebut
dapat terwujud maka suatu hukum dapat diterapkan dalam sebuah masyarakat.
Adanya Undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan langkah
negara untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negara serta melindung;
lembaga pernikahan yang sudah barang tentu demi kemaslahatan umat. Al-
Qur’an maupun as-Sunnah mengisyaratkan bahwa diturunkannya al-Qur’an
dan as-Sunnah adalah untuk menjamin kemaslahatan bagi umat manuis, di
mana dalam kedua nas tersebut terdapat peraturan-peraturan yang bersifat
umum. Sedangkan manusia diberikan kelebihan berupa akal untuk berfikir
dalam ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dengan
berdasarkan kedua nas tersebut. Dalam upaya untuk menjaga kepastian hukum

perkawinan tersebut, tepat sckali apabila negara yang mengaturnya. Hal ini

sesuai dengan kaidah usul Figh ;

W aslally b s a:p)\__si,—.ruw B al

19 Maslahah dibedakan menjadi tiga macam, Masjahah al-Darwriyyah, al-Hajiyvah dan
at-Tahsiniyvah, Lebih lanjut, baca . Nastun Haroen, {/sul Jigh, Cet. 1 (Jakarta . Logos, 1996),

him. 115-128. ; Lihat juga, Wahbah az Zuhaili, {/su] figh Islam, Cet. 1 {Dar al Fikr : 1986), 1I :
754-753.

' Asymuni A. Rahman, Kaidah-kaidafr Fighiyvah (Qowaid Fighiyyah) Cet. 1 (Jakarta :
Bulan Bintang, 1976), him_ 71.

18 Al Tmam Jalaluddin as-Suyuli, A/-Asvbah wa an-Naza’ir fi al-Furu®, (Beirut : Dar al
Fikti, 1995), him. 84. !
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Menurut kaidah tersebut, pada Imam atau penguasalah suatu urusan
diserahkan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu setiap warga
negara wajib mentaati peraturan negara yang bertujuan untui( kemaslahatan
umatnya, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan
al-sunnah. Seperti Firman-Nya dalam surat an-Nisa” ayat 59
P PR N0 VY PO P02 PR R JPU S RN PV RV

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk selalu mengikuti
dan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta imam (pemimipin) yang
yang mereka angkat. Dengan syarat bahwa pemimpin yang mereka angkat
tersebut tidak melanggar dari aturan syari’at Islam.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah adanya keturunan, di
mana sah atau tidaknya keturunan ditentukan oleh sah atau tidaknya
perkawinan itu sendiri. Dalam KHI pasal 34 disebutkan bahwa: “anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”>®
Sementara sahnya perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974,
bahwa perkawinan harus dicatatkan. Sedang dalam KHI pasal 5 ayat (1)
berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat”. Pemerintahan (Peradilan Agama maupun Negeri)
tidak mengakui adanya sebuah perkawinan yang tidak. dicatatkan dan
konsekuensi logisnya, jika terjadi permasalahan dalam pernikahan tersebut
maka pemerintah tidak akan menerima dan menyelesaikannya. Hal ini bisa

dikaitkan dengan kaidah usul yang berbunyi:

) An-Nisa” (4) : 59.

) KHJ, Pasal 34
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. L._....?r-‘_j _}'@3 CE] \,J'I L._...:.-'IJM ;,:;_3) Le

Kaidah di atas menunjukkan bahwa suvatu kewajiban tidak akan
sempurna kecuali dengan kewajiban itu, maka sesuatu itu adalah wajib. Jika
asal-usul anak tidak dapat dibuktikan tanpa akte nikah, maka pencatatan

perkawinan adalah wajib hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah
penelitian pustaka (library research). Yakni dengan mengkaji data-data yang
terdapat dalam literatur kepustakaan yang selanjutnya dianalisa.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, y;aitu menguraikan dan
‘menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat,
kemudian menganalisanya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan
3. Pendekatan Masalah
Dalam usaha memecahkan permasalahan yang dijumpai, pendekatan yaﬁg
dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Yuwridis
Normatif. Pendekatan inm dilakukan dengan mengacu kepada persoalan
boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan hukum

lIslam dan Undang-undang.

1 Syihabuddin Abu al- Abas al-Dimsyiqi, a/-Musawwadah fi Uspl al-Figh (Beirut - Dar
al-Kitab al-‘arabi,t.t). hlm. 60-62



13

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dari data diambil dari buku, Undang-undang dan Peraturan

Pemerintah serta kitab-kitab, majalah dan artikel yar;g ada relevansinya

dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang terkumpul tersebut, kemudian diolah dan dianalisa dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Deskripsi data, yaitu menguraikan secara teratur pandangan atau
konsepsi tokoh menyangkut tema yang dimaksud. Dalam hal ini,
penyusun melakukan penjabaran terhadap konsepsi tokoh dalam bentuk
uraian.

b. Analisa Data, seluruh data akan dianalisa secara kualitatif. Dalam hal
ini penyusun mengadakan pemeriksaan secara konsepsional atas makna
yang ada dalam is;ciléh atau konsep. Untuk selanjutnya menjelaskannya
dalam bentuk uraian atau paparan y.';mg diharapkan fnemperjelas
maksud dari konsep tersebut. Untuk melakukan analisa kualitatif ini,
penyusun menggunakan teknik deduksi, yaitu suatu teknik berfikir yang

dimulai dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelasnya, sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi
menjadi lima bab, yaitu : )

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang membahas
signifikansi objek masalah bagi kajian hukum Islam dan tujuan yang hendak
dicapai. Juga dibahas mengenai kerangka teori yang dipakai serta metode
analisa yang dipakai serta telaah pustaka yang membandingkan dengan karya-
karya yang mengupas masalah yang sedang dibahas, metode yang dipakai
dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan dikaji tentang perkawinan yang lebih khusus seputar
pencatatan perkawinan. Hal ini dibahas karena pencatatan perkawinan ini
merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti. Maka secara sistematis
dibahas tentang pencatatan perkawinan dari segi pengertian, yang
mendefinisikan tentang pencatatan perkawinan tersebut, kemudian dilanjutkan
tentang hukum pencatatan perkawinan serta tata cara pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, melanjutkan pembahasan pada bab kedua, dalam bab ini
akan dibahas tentang kedudukan anak. Masalah ini dibahas sebagai kelanjutan
dari pembahasan bab kedua tentang pencatatan perkawinan, dalam bab ini
dibagi menjadi dua sub-bab, pertama tentang anak sah menurut al-Qur’an dan
yang kedua tentang anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempai, merupakan bagian analisa terhadap kedu.dukan
pencatatan perkawinan yang dikaitkan dengan pembuktian asal-usul anak. Pada

bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab, pertama tentang otentitas akta nikah yaitu
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tentang kekuatan pembuktian akta nikah sebagai akta otentik. Dilanjutkan pada
kedua tentang dasar pemberlakuan hukum pencatatan perkawinan yang
didasarkan pada masalahah mursalah sebagai turug al-istimbal yang
digunakan. Dan sub yang teﬁkMr dibahas tentang fungsi pencatatan
perkawinan serta digambarkan nilai kemadaratan yang timbulkan dan
pencatatan perkawinan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yakni bagian penutup. Dalam
bagian ini seluruh pembahasan yang telah diuratkan, kemudian disimpulkan
sesuai dengan pokok masalahnya. Selanjutnya dalam bab ini, diberikan saran-
saran scbagai upaya untuk menjawab tujuan dan kegunaan yang telah

dikemukakan pada bagian pendahuluan.



BABY
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan setelah penyusun menganalisa

tentang pencatatan perkawinan yang kaitannya dengan asal-usul anak, maka

penyusun menyimpulkan, sebagai berikut:

1.

Dalam asal-usul anak, Undang-undang menitikberatkan pada upaya
perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah dengan
mengesampingkan hakekat status anak tersebut. Seorang anak yang
dilahirkan di luar perkawinan pada hakekatnya merupakan anak yang tidak
sah. Akan tetapi dengan perkawinan yang kemudian segera dilakukan
menurut Undang-undang (dengan dicatatkan pada patugas pencatat

perkawinan), maka anak tersebut akan menjadi anak yang sah dan diakui

- oleh Undang-undang.

Dengan adanya ketentuan point di atas yang diatur oleh Undang-uﬁdang,
maka akan menimbulkan persoalan baru yang ternyata tidak kalah
pentingnya. Diakuinya seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan,
pada hakekatnya tidak terjadi hubungan keperdataan antara seorang ayah
dan anak tersebut. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan
tersebut, ayah dan anak tersebut tetap mempunyai hubungan keperdataan.
Dan hal ini akan berakibat terjadinya kekaburan hukum, seperti dalam

hukum perwalian, hubungan nasab dan hukum kewarisan.

67
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B. Saran-saran

1.

Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam hendaknya menyadari akan
arti pentingnya perkawinan sebagai sebuah perikatan yang suci dan mulia,
yakni dengan melakukan perkawinan sesuai dengan aturan-aturan yang
ditetapkan oleh syara’ dan mengikutinya dengan mendaftarkannya kapada
petugas pencatat perkawinan yang berwenang.

Kepada Peradilan Agama khususnya para hakim, hendaknya selalu
berhati-hatt dalam menetapkan masalah asal-usul anak, karena hal ini
merupakan masalah yang signifikan, yang selalu terkait dan berakibat pada
hukum lainnya.

Kepada para ulama, kaum cendekia dan praktisi hukum serta semua pihak
yang berkompeten dalam bidang ini, harus menyadan bahwa produk
Undang-undang yang telah ada bukan merupakan peraturan yang
sempurna, yang jauh dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka
menjadi tugas kita untuk selalu berusaha memperbaharui Undang-undang
tersebut, sehingga benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi

masyarakat.
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Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING

NO | FNTT HIM |

TERJEMAHAN

BAB | !

1

5

2

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

17

10

Hukum harus selalu mengikuti atau sesuai dengan
kemaslahatan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia |
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cendrung dan merasa termtram kepadanya,
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. |
Sesugguhnya pada yang demikian 1tu benar-benar

18

10

]Keputusan pemimpin ditentukan demi kepentingan

RS R

kemaslahatan. |
|

19

i1

Hai orang-orang yang beriman, taatilah-Allah dan Rasul- !
Nya dan Ulil Amri (pemimpin) di antara kamu. ]

12

Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa
kewajiban lainnya, maka itu (kewajiban lain tersebut)
adalah waiib.

BAB 111

35

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia |
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih
batk pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik uniuk
menjadi harapan.

LFB]

Maka isteri-isteri vang telah kamu nikmati (campuri} di
antara mereka, berikanlah kepada mereka mahammya
(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;, dan
tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang
kamu telah saling merelakannya, sesudah kamu
menentukan mabar 1tu. Sesunggyuhnya Allah maha
mengetahut lagi maha bijaksana.

37

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya
dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai
menyapihnya adalah tiga bulan.

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

Seorang ibu akan menyusukan anaknya selama 2 {dua) |
tahun dan seorang anak untuk dapat lahir hidup harus |

berada dalam kandungan ibunya minimal selama 6 |
(enam) bulan '




BAB IV

2
—-

47

— 1

Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang
yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang
berada dalam gelapnya situasi, maka 1ia akan
memperoleh petunjuk darinya. Sumpah, pengakuan,
penolakan sumpah, gasamah, bayyinah, ilmu al-Qodi hai
sahabat mulia. Demikian juga sangkaan-sangkaan atau
petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan
maka berhasillah pembuktian itu.

47

Bukti adalah atas orang vang mendakwa dan sumpah |
atas orang yang didakwa. |

49

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal |
schagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang |
lain sebagat suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) |

1

telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. |

Yaitu maslahah vyang ketentuan realisasinya tidak |
disyari’atkan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syari” yang |
menunjukkan diakui tidaknya maslahah tersebut. %

21

54

Segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan |
syari’ (dalam mensyari’atkan) dan kepadanya tidak ada |
dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui tidakn@.J

22

54

Sepala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan !
syari’ dengan mengakui atau menolaknya, akan tetapi
mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak
mafsadah.

58

Hukum harus selalu mengikuti (sesuai dengan})

60

kemasliahatan. |
Keputusan pemimpin ditentukan demi kepentingan
kemaslahatan.

Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa
kewajiban lainnya, maka itu (kewajiban lain tersebut)
adalah wajib.

42

Hak anak adalah kepada ayahnya dan anak zina, haknva
adalah batu.

10

46

65

lputera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera- |

Katakanlah kepada wanita yang beriman:”’hendaklah ia
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya,
dan Janganlah mereka menampakkan perhiasannya,
kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah
mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan
Janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada
suami mereka, atau ayah mereka atau ayah suami
mereka atau putera-putera mereka, atau putera-putera
suami mereka , atau saudara laki-laki mereka atau




R

putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita
Isiam.

13

47

66 Menolak kamadaratan/kemafsadahan lebih diutamakan
dart pada mengambil suatu kemaslahatan.

I
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3.

BIOGRAFI ULAMA

Ibn al-Qoyyim (631-751 H/ 1292-1350 M)
Nama lengkapnya adalah Syamsudin Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn

Salad Ibn Haris al-Dimasyqi al-Jauziyyah. Dalam menimba ilmu pengetahuan,
ia belajar kepada beberapa guru, di antaranya adalah Tbn Taimiyyah. Dia lah
guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Maka ia pun menempuh jalan
yang dilakukan oleh Ibn Taimiyyah dalam memerangi orang-orang yang
menyimpang dari agama. Ibn Taimiyyah bahkan menyebarkan ilmu lbn
Taimniyyah. ' : : S Co

" Hasil karyanya yang terkenal di antaranya at-Turuq al-Hukumiyyah
al-Siyasah al-Hukumiyyah dan I’lamu al-Muwaqi’in. beliau seorang faqih dan
Mujtahid bermahzab Hambali. la banyak menulis mengenai tauhid, Figh
Tasawuf dan sejarah sampai sekarang masih kita pakai di lingkungan tertentu
pada Perguruan Tinggi di Indonesia dan negara-negara lain terutama di Timur
Tengah.

Imam asy-Syafi’i

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris Abbas
bin Usman asy-Syafi’i al-Muthalib. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H,
suatu daerah di Asqgalan. Setelah berumur 2 tahun, ia dibawa ke Makkah. Di
sana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur’an ketika masih kecil.
Selanjtnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az-Zarji, seorang
Syaikh dan Mufti tanah haram sampai lulus, sehingga diizinkan berfatwa. Dan
Syafi’l minta dibuatkan suatu pengantar untuk diizinkan berguru kepada
Malik yang ahli Hadis di Madinah. Kemudian ia pergi ke Iraq untuk belajar
cara istimbat yang dipakai Syafi’i ketika di Iraq disebut Qou! Qodim.

Setelah ifu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan
paham-pahamnya dan dikenal dengan Qoul Jadid. Karya-karyanya antara lain;
ar-Risalah, Kitab Figh dan Usul, al-Umm, al-Musnad, al-Ahkam al-Qur’an
dan lain-lain. Ta menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

Al-Bukhari
Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin
Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di

v



Usbekistan wilayah Unisofyet pada hari Jum’at tanggal 13 Syawal 194 H/810
M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak
kecil usia 10 tahun sudah mampu menghafalkan banyak tentang al-Qur’an.
Beliau juga banyak melakukan lawatan di beberapa negeri, seperti Syam,
Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan
mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari Hafiz antara
lain Magqi bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa
al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari.
Ulama besar yang pernah mengambil hadis dani beliau anrata lain Imam
Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah, dan an-Nasa’1.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian
jejaknya diikuti oleh ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya
ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul “Jami® as-Sahih” yang
terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 252 H/870
M.

. Ahmad Azhar Basyir .

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus
Perguruan Tinggi Agama Islam Negen (sekarang IAIN Sunan Kalijaga)
Yogyakarta tahun 1950. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas
Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas
Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan Puma
Sarjana Filsafat pada Universitas Gajahmada Yogjlzakarta pada tahun 1971-
1972, ‘Lektor pada Universitas Gajahmada dalam Filsafat Islam dengan
rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Beliau
juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY),
Universitas Islam Indonesia (UIL), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan
Kaljjaga, dan juga tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional
Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus
Pusat Organisasi Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: Falsafah Tbadah Dalam Islam,
Hukum Wars Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Menurut
Islam dan Hukum Adat, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Akhlak dan
Hukum Dalam Islam, Azas-Azas Hukum Mu'amalat dan lain-lainnya Beliau
wafat pada tanggal 28 Jumi 1994 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, setelah
dirawat 23 hari di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

\'
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